BAB V
PENUTUP
1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasiyang telah dilakukan
terhadap pelaksanaan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan
(PATEN) di Kantor Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok dengan landasan
teori implementasi Van meter & Van Hornmenemukan ada 4 variabel yang
dapat terlaksana dengan baik diantaranya ada ukuran dan tujuan
kebijakan,karakteristik agen pelaksana,sikap (disposisi),dan komunikasi,
dengan 2 variabel yang belum terlaksana dengan baik yaitu sumberdaya dan
lingkungan,social dan politik. Tetapi dalam keseluruhan pelaksanaannya
sudah berjalan dengan lancar dan kondusif.

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pelayanan yang
terletak pada sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap program PATEN
yang tidak lepas dari kurangnya pelaksana dalam mensosialisasikan program
PATEN ini dengan komunikatif dan interaktif.

Dalam implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan secara
keseluruhan sudah terlaksana menurut prinsip Good Governace dimana
pelayanannya telah menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik
yang berkualitas baik dengan kinerja dari pelayanan publik yang optimal.
Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Labuapi menunjukkan kemampuan
pemerintah secara langsung dalam menangani, mengelola, serta memenubhi

kebutuhan publik dari masyarakatnya yang dapat dilihat dari perwujudan good



governance yang telah dilakukan di Kantor Kecamatan Labuapi Kabupaten

Lombok Barat.

1.2 Saran

Hasil dari kesimpulan diatas mengenai “Pelaksanaan Sistem Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan” (PATEN) di Kecamatan Labuapi

Kabupaten Lombok Barat. Peneliti ingin mengajukan beberapa saran yang

diharapkan bisa membantu meningkatkan proses dan kualitas implementasi

PATEN. Adapun beberapa saran peneliti sebagai berikut:

1.

Camat Labuapi harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam
program PATEN agar lebih berjalan dengan efektif dan efisien.

Diperlukan evaluasi setiap rapat mingguan kecamatan untuk melihat
kekurangan yang dihadapi program PATEN tsb.

Petugas Kecamatan harus meningkatkan 3S yaitu senyum,salam,sapa
didalam pelaksanaan pelayanan.

Kecamatan Labuapi harus dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat
secaralangsung tentang program Paten dengan koordinasi bersama dengan
setiap kepala desa disetiap wilayah agar pegawai Desa meneruskan
informasi kepada masyarakat.

Petugas kecamatan harus lebih interaktif dan komunikatid dalam
mengenalkan program PATEN bisa dengan pemberian penjelasan di papan

informasi terkait program tsb.
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